
 

BAB IV  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai terhadap Jasa Sewa 

Kendaraan Bermotor roda 4 (empat) di Kota Padang dilakukan pemungutan 

Pajak Pertambahan Nilai dan dalam pelaksanaannya belum berjalan 

sebagimana mestinya,  hal ini terlihat dari masih adanaya permasalahan 

yang ditemukan dalam pelaksanaannya Wajib Pajak masih merasa 

kesulitan untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Dalam melakukan 

pemungutan, Pembayaran/ Penyetoran PPN yang dilakukan oleh 4 

perusahaan di kota padang belum dilakukan sesuai peraturan perundang-

undangan yang ada. Serta ketentuan lebih lanjut oleh pemerintah mengenai 

angkutan darat yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai masih belum jelas.  

2. Permasalahan-permasalah yang ditimbulkan dalam Pengenaan Pajak 

Pertambahan Nilai(PPN) terhadap Jasa Sewa Kendaraan  Bermotor roda 4 

(empat)  Di Kota Padang, ada 2 yaitu yurudis dan non-yuridis: 

1) Yuridis  

Permasalahan yuridis antara lain pengaturan mengenai kriteria 

terhadap Jasa Sewa Kendaraan  Bermotor yang dikenai PPN belum 

terdapat peraturan lebih lanjut yang mengatur dengan jelas mengenai 

ini, serta masih belum adanya perihal ketentuan lebih lanjut yang 

dikeluarkan oleh pemerintah tentang angkutan darat yang bagaimana 

yang dapat dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. 



 

2) Non-yuridis 

Permasalahan non-yuridis merupakan permasalahan yang berasal dari 

pihak fiskus, wajib pajak/penyedia jasa dan penerima jasa/customer, 

permasalahan tersebut antara lain  sebagai berikut: 

a. Fiskus 

Masih kurangnya pemahaman dan kesadaran dari wajib pajak untuk 

melaksanakan kewajiban perpajakan dan selalu mencari celah untuk tidak 

melakukan perpajakan yaitu seperti sering lalai dalam menyampaikan SPT 

Masa, SPT yang tidak sesuai dengan faktur pajak yang sebenarnya, 

penggunaan kwintasi perusahaan yang mengakibatkan pajak tidak 

diketahui.  

b. Wajib Pajak/Penyedia Jasa 

1) Kurang memahami terhadap sistem dan tata cara pemungutan Pajak 

Pertambambahan Nilai terutama perhitungan, cara pelaporan SPT dan 

faktur pajak. 

2) Sulitnya menagih PPN kepada penerima jasa atau customer yang 

menyebabkan terlambatnya penyampaian SPT masa.  

3) Tidak terdapat sosialisasi yang dilakukan pemerintah terhadap 

pengusaha mengenai pengenaan, tata cara pemungutan sehingga 

banyak pihak yang tidak mengerti bahkan mengetahui mengenai pajak 

pertambahan nilai ini. 

. 



 

B. Saran 

1. Sebaiknya diatur lebih lanjut mengenai pendefinisian jasa angkutan umum 

yang dapat dikenakan PPN serta jasa sewa kendaraan agar tidak terjadi 

perbedaan pendapat atau multitafsir di dalam mendefinisikan pengertian 

sewa tersebut. Atau Pemerintah dapat membuat aturan atau kebijakan baru. 

2. Sosialisasi dari pemerintah kedapa masyarakat terhadap kebijakan baru. 

3. Diharapkan masyrakat khususnya PKP yang melakukan usaha terhadap jasa 

kena Pajak agar dapat memahami pentingnya pajak dan juga mempelajari 

hal-hal tentang pajak. Sebaiknya ada koordinasi antar pihak-pihak terkait, 

seperti pemerintah, pengusaha sewa dan pengguna jasa sewa kendaraan 

dalam merumuskan alternatif kebijakan sehingga dapat mendorong 

perkembangan usaha jasa sewa kendaraan bermotor atau charter/rental dan 

meningkatkan pendapatan daerah melalui pariwisata yang ada. 

 


